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MOTTO 

 

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan 
untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 

  (H.R. Muslim) 
 

 “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya mendapat jalan ke syurga” 

(H.R. Muslim) 
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ABSTRAK 

 

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hal itu 

berarti menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dari negara 

yaitu pemerintah pusat maupun daerah. Menurut konsep negara hukum kesejahteraan, 

negara bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan dan melaksanakan kebijakan 

kesehatan berdasarkan hak atas kesehatan terhadap masyarakat. Metode penelitian 

dalam penulisan skripsi menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal yaitu dengan 

mengkaji bahan pustaka, serta tiga bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Adapun timbul keinginan untuk menyusun standar layanan kesehatan, untuk 

mewujudkan harapan minimal layanan kesehatan dan sebagian lagi, untuk membantu 

mengurangi keluaran layanan kesehatan yang merugikan serta mengurangi variasi 

layanan kesehatan yang mungkin akan terjadi dalam penyelenggaraan layanan 

kesehatan. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatan dirinya 

sendiri tetapi, tidak semua orang mampu menjaga dan melindungi diri sendiri. Karena 

sifat kesehatan yang dipengaruhi juga oleh orang lain dan lingkungan yang diluar 

kendali orang tersebut, maka pemerintah harus melindungi orang per orang yang 

tidak sanggup melindungi dirinya sendiri. Suatu sistem akan baik jika seluruh 

penduduk memiliki jaminan kesehatan. Oleh karena itu perlunya keterbukaan 

informasi dan transparansi pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan yang 

layak dan tidak adanya diskriminasi dalam memberikan jaminan penyediaan 

pelayanan kesehatan. 

 

Kata Kunci : Negara, Tanggung Jawab Negara, Penyediaan Pelayanan 

Kesehatan 



 

 
 

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENYEDIAAN 

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK  

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

 Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menyatakan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, antara lain 

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
1
 

Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan 

setiap warga negara. Sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya 

penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu diantaranya pelayanan kesehatan yang 

merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, 

baik pusat, maupun daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang prima 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas 

barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. 

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, 

sebagaimana tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang 

Dasar 1945 pada Pasal 34 Ayat (3) yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. 

Hal itu berarti menekankan bahwa pentingnya penyediaan fasilitas pelayanan 

                                                           
1
 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, alenia 4. 



2 
 

 
 

kesehatan dari negara yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah yang akan 

diberikan kepada masyarakat. 

Perlu diketahui arti dari fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri adalah suatu 

alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2
 

Seperti halnya di sektor-sektor lain, pemerintah adalah sebagai penanggung 

jawab semua pembangunan. Oleh sebab itu di sektor kesehatan pemerintah juga 

bertanggung jawab merencanakan, mengatur,  menyelenggarakan, membina, dan 

mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh 

masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik, kesehatan termasuk dalam lingkup pelayanan publik. Oleh sebab itu, khusus 

pada pelayanan publik ini kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah 

terjaminnya: 

1. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi 

masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

2. Ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh 

masyarakat untuk memperoleh  derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

3. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan 

untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

                                                           
2
 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan.  Rineka Cipta: Jakarta, 2010. Hlm.51 
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4. Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya 

kesehatan. 

5. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efesien, dan 

terjangkau. 

6. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional 

bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan sistem jaminan sosial yang 

dimaksud ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3
 

Seorang manusia dimana pun ia bertempat tinggal, apapun warna kulit dan 

kebangsaannya, apapun agamanya, dan sebagainya mempunyai hak dan kewajiban 

yang melekat. Hak-hak manusia yang hakiki melekat sejak lahir sampai seumur 

hidupnya adalah disebut “Hak Asasi Manusia” atau HAM. Hak asasi setiap manusia, 

yang dijamin setiap pemegang otoritas pemerintah, mencangkup tentang pembahasan 

ini adalah hak memiliki standar hidup untuk kesehataan
4
 

Meningkatnya tingkat pendidikan serta keadaan sosial dalam masyarakat 

maka, meningkat pula kesadaran akan arti hidup sehat dan keadaan tersebut 

menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman 

dan berorientasi pada kepuasaan konsumen semakin mendesak dimana diperlukan 

kinerja pelayanan yang tinggi, karena dalam hal ini, masyarakat berhak mendapatkan 

jaminan sosial dan pelayanan kesehatan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dalam Pasal 41 Ayat 

                                                           
3
 Ibid, hlm. 54. 

4
 Ibid, hlm. 29. 
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(1):“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup 

layak serta untuk perkembangan pribadinya secara    utuh”.
 5

 Dimaksud dengan 

“berhak atas jaminan sosial” adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan 

sosial dalam hal ini termasuk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara. 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pasal 2 Ayat 

(1):”Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang 

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan tingkat pertama  dan 

fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan”.
6
 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, program Jaminan Kesehatan (JKN) 

menargetkan masyarakat Indonesia yang menjadi peserta umum program ini untuk 

membayar sendiri premi bulanan. Namun, masyarakat yang kurang mampu seperti 

buruh tani, pemecah batu, dan lainnya tidak akan mampu membayar premi tersebut. 

Dan ini salah satu kendala dimana akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

masyarakat belum terjamin. 

Adanya perbuatan tidak taat asas pemerintah dalam membuat program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat menjadi kendala yang dihadapi pada proses 

pelaksanaannya. Seperti permasalahan akan timbul pada Penerima Bantuan Iuran 

                                                           
5
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. 
6
 Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 

2013 Tentang Pelayana Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.Pasal 2 Ayat (1). 
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(PBI) karena data banyak yang tidak sesuai antara pemerintah pusat dan daerah 

sehingga data penduduk yang tidak mampu tidak sesuai dengan apa yang ada di 

lapangan. 

Ada beberapa aturan konstitusi yang sangat penting kita ketahui terlebih 

dahulu. JKN adalah jaminan perlindungan kesehatan yang layak sebagai salah satu 

hak atas kebutuhan hidup dasar setiap orang di Indonesia. JKN adalah amanah 

konstitusi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan. Hal ini terdapat di dalam Pasal 28H UUD 1945. 

JKN harus berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia (UU SJSN dan UU BPJS). JKN sebagai salah satu wujud 

SJSN merupakan kewajiban negara untuk menyelenggarakannya, terdapat dalam 

Pasal 34 ayat 2 UUD 1945. Di samping menyelenggarakan JKN, negara juga 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak. Jadi 

penyelenggaraan JKN dan penyediaan pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya 

adalah dua tanggung jawab pemerintah yang kedudukan hukumnya sama. 

Pemerintah menerapkan JKN yang sama di seluruh Indonesia, tapi fasilitas 

pelayanan kesehatan tidak merata dan tidak adil adalah pelanggaran konstitusi. 

Jaminan kesehatan dilaksanakan secara sentralistik tapi fasilitas pelayanan kesehatan 

dibangun secara desentralistik sesuai kebijakan otonomi daerah. Pemerintah pusat 

memperbaiki sistem jaminan kesehatan, tapi fasilitas pelayanan kesehatan diatur oleh 

pemerintah daerah. Adanya kebijakan perbantuan juga masih belum adil. Padahal hak 

setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Pasal 28H UUD 1945, harus 
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memperoleh akses yang sama atas sumber daya kesehatan (SDK). Padahal hak setiap 

orang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Pasal 28H UUD 1945, harus adil, 

aman, bermutu, dan terjangkau.  

 

II. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah tanggung jawab negara  atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang layak? 

2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab 

negara terhadap hak atas memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang layak? 

 

III. Tujuan Dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini 

adalah : 

1. Untuk menganalisis tanggung jawab negara  atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang layak; 

2. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tanggung 

jawab negara yang berimplikasi terhadap hak atas memperoleh fasilitas 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 
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2.  Manfaat 

Selain tujuan di atas, penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat 

seperti berikut : 

a. Secara Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan teori-teori 

khususnya mengenai teori-teori dalam ilmu hukum, dan dapat dijadikan sebagai 

referensi serta kajian penelitian di masa yang akan datang. 

b. Secara Praktis 

Berguna atau bermanfaat bagi masyarakat umum atau pembaca untuk mencari 

jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi atau sebagai bahan masukan bagi 

pihak-pihak tertentu dalam memutuskan suatu kebijakan yang menyangkut topik 

penelitian dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada praktisi hukum dalam rangka pengembangan ilmu hukum ke arah yang lebih  

progresif. 

c. Bagi Peneliti 

Adapun selain kedua manfaat di atas, tentunya juga sangat berguna atau 

bermanfaat bagi Peneliti secara langsung atau pribadi yaitu untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum serta mampu menjadi acuan bagi 

Peneliti untuk penulisan selanjutnya. 
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IV. Kerangka Konseptual 

 Menurut konteks negara Hukum dan HAM, setiap pembentukan maupun 

pelaksanaan hukum merupakan hak setiap masyarakat untuk terlibat didalamnya 

dengan mengetahui program-progran yang akan dijalankan oleh pemerintah. Dalam 

hal ini tanpa terkecuali tentang penyediaan fasilitas kesehatan yang merupakan salah 

satu tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Gagasan dasar dalam hal ini terdapat di Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945,  Pasal 34 Ayat (2) merupakan suatu dasar bahwa 

negara memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat. Pernyataan ini menimbulkan beberapa implikasi untuk  menguatkan 

suatu konsep hukum yang ada. Pertama, adanya tuntutan kepastian hukum dimana 

dalam hal ini hukum berlaku sama bagi semua orang. Kedua, proses pembuatan 

hukum harus melibatkan serta mengikutsertakan masyarakat. Dan ketiga, negara 

merupakan tuntutan akal budi. 

Dalam UUD 1945 tersebut, terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam 

hak asasi manusia (state responsibilities), sebagaimana terlihat dalam pasal 28I (4) 

dan (5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan untuk 

menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hokum 

yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Keduanya, merupakan kunci 

dalam melihat tanggung jawab konstitutional yang harus dilakukan oleh negara, 
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dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi 

manusia
7
. 

Setiap negara didirikan tentu memiliki tujuan. Tujuan negara secara umum 

adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara 

merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara 

serta mengatur kehidupan rakyat.  

Satu dari beberapa fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan negara ini 

dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya yaitu, fungsi negara 

menurut W. Friedman yaitu fungsi negara sebagai “provider”. Fungsi ini berkaitan 

dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state). Dalam kapasitas ini, negara 

bertanggung jawab untuk menyediakan dan memberikan pelayanan-pelayanan sosial 

untuk memberikan jaminan standard hidup minimal dan memberikan kelonggaran 

atau kebebasan kekuatan-kekuatan ekonomi.
8
 Friedman lebih lanjut menjelaskan 

fungsi negara sebagai “regulator” (pengatur) mencakup berbagai cara di mana negara 

melakukan intervensi melalui penggunaan hukum publik dengan langkah-langkah 

dan instrumentalitas dari suatu masyarakat yang tidak teratur.
9
 

                                                           
7
  R.Herlambang Perdana Wiratraman, Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No. I Januari 

2005, hlm. 9. 
8
 Dalam  mengartikan fungsi negara, Friedman memposisikan diri di tengah-tengah dengan 

menggunakan konsep “reserve function” (fungsi cadangan) dari negara dan memahami negara baik 

sebagai pusat kekuasaan sentralistik yang merupakan akibat dari keseimbangan di antara berbagai 

kepentingan ekonomi dan sosial yang bertentangan,  sebagai perwujudan cita-cita keadilan dan 

kepentingan publik yang mencangkup masyarakat secara luas. (lihat 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=hyX3VILkMs2xuATog4LAAw&url=http:/

/eprints.undip.ac.id/20233/1/2479-ki-fh-

2002.pdf&ved=0CBwQFjAA&usg=AFQJCNHA4Bdr1JpJZRUtbtd_1hX4NDpbTw diakses pada 4 

Maret 2015, pkl 23.00 WIB hlm 1) 
9
 Ibid, hlm. 3 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=hyX3VILkMs2xuATog4LAAw&url=http://eprints.undip.ac.id/20233/1/2479-ki-fh-2002.pdf&ved=0CBwQFjAA&usg=AFQJCNHA4Bdr1JpJZRUtbtd_1hX4NDpbTw
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=hyX3VILkMs2xuATog4LAAw&url=http://eprints.undip.ac.id/20233/1/2479-ki-fh-2002.pdf&ved=0CBwQFjAA&usg=AFQJCNHA4Bdr1JpJZRUtbtd_1hX4NDpbTw
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=hyX3VILkMs2xuATog4LAAw&url=http://eprints.undip.ac.id/20233/1/2479-ki-fh-2002.pdf&ved=0CBwQFjAA&usg=AFQJCNHA4Bdr1JpJZRUtbtd_1hX4NDpbTw
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Maka, pada masa sekarang fungsi ini dianggap sangat penting terutama atas 

pemenuhan penyediaan fasilitas kesehatan dari negara untuk rakyat yang telah 

dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

 

V.  Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.
10

 Karena keilmuan hukum memang bersifat preskriptif yaitu melihat hukum 

sebagai norma sosial bukan gejala sosial maka sesuai dengan pembagian metode 

penelitian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki maka skripsi ini 

dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal yang sesuai dengan karakter 

perspektif ilmu hukum. Apabila menggunakan istilah yang dikemukakan oleh 

Soerjono Seokanto tergolong dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan. Dalam hal Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut 

mencakup
11

: 

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 

2. Penelitian terhadap sistematik hukum; 

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; 

4. Perbandingan hukum 

                                                           
10

 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum,  Kencana,  Jakarta,  2011, hlm 35. 
11

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, 

hlm.13-14. 
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5. Sejarah hukum; 

Oleh karena itu dalam hal ini penelitian baik secara doktrinal maupun 

penelitian secara normatif memiliki kesamaan tujuan yaitu meneliti bahan pustaka. 

Hanya saja peneliti lebih menggunakan istilah penelitian hukum doktrinal, karena 

penelitian doktrinal ini dilakukan dengan cara menghimpun (inventarisasi) peraturan-

peraturan berupa hukum positif yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Kemudian 

hasil inventarisasi tersebut dicocokkan dengan teori-teori atau konsep-konsep yang 

berkaitan dengan tema penelitian ini sehingga hasil dari invetarisasi tersebut terlihat 

apakah penerapannya sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi.
12

 Sebab 

penelitian hukum yang dilakukan dalam skripsi ini dengan cara meneliti bahan 

pustaka. 

2. Bahan Hukum 

a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu : 

1) Peraturan Perundang-undangan: 

- Undang-Undang Dasar 1945; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial; 

                                                           
12

 Fahmi Yoesmar, Abunawar Basyeban, Mahesa Rannie, Hukum Dalam Pembangunan Di 

Indonesia (Rekonsiliasi Demokrasi Dan Birokrasi Melalui Penerapan Prinsip Good Governance) 

Kompilasi Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2011, Tunggal Mandiri 

Publishing: Malang, 2012,  Hlm. 63. 
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- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN); 

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

2) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat. 

b) Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku hukum yang berisi 

mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik 

para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku hukum, bahan 

hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk 

buku ataupun jurnal-jurnal.
13

 

c) Bahan hukum tersier, dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, 

Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian 

dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan hukum sepanjang mempunyai 

relevansi  dengan topik penelitian.
14

  

3. Teknik Pendekatan 

Skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statute approach),
15

 dan pendekatan konseptual (conseptual 

                                                           
13

 Perlu dikemukakan disini bahwa bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku 

hukum ini pun harus relevan dengan topik penelitian.  

(Lihat Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm. 142-143.) 
14

Peter Mahmud Marzuki, Ibid. 
15

Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan, karena yang akan di teliti adalah adanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-

undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau 

antara regulasi dan undang-undang. (Lihat Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm. 93.) 
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approach)
16

. Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk mengetahui aspek 

tanggung jawab negara dalam Undang-Undang Dasar yang dikembangkan dengan 

peraturan perundangan lainnya yang tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 

serta persoalan dalam penerapannya, Pendekatan konseptual digunakan untuk 

memahami mengenai bagaimana konsep dari tanggung jawab negara dalam 

penyediaan fasilitas kesehatan. 

4. Teknik Analisis 

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan 

masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah ke 

dalam pokok permasalahan yang diajukan. Analisa data yang digunakan pada 

penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif. 

Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif–

analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga 

perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
17

 

Proses analisis yang digunakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa data 

yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu sama lain 

serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Selain itu, data yang telah dianalisis secara 

menyeluruh dan mendalam tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. 

Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab 

                                                           
16

 Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum dan akan melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan 

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.( Lihat Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm. 95) 
17

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 250. 
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permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan 

kesimpulan.
18

 

Dalam penulisan skripsi ini, data-data mulai dari buku-buku sampai dengan 

kasus, dikumpulkan atau dikonstruksikan secara perspektif melalui uraian kata-kata, 

dikarenakan objek penulisan ini merupakan data yang tidak dapat dihitung sehingga 

tidak dirumuskan dalam akumulasi angka-angka. 

5. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan yang ditarik dari penelitian hukum bukan menghasilkan diterima 

atau ditolaknya hipotesis. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana 

perlu juga buku-buku hukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik 

kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan.
19

 Maka dari itu kesimpulan dari 

perumusan masalah dalam skripsi ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah 

hasil penelitian yang menjadi point utama dalam skripsi ini bisa menunjukkan hasil 

jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Menarik kesimpulan, artinya 

menentukan jawaban-jawaban definitive dari setiap masalah yang diajukan atas dasar 

pembuktian atau pengujian secara empiris untuk setiap rumusan masalah dengan 

ditinjau secara normatif mengenai adanya ruang bagi keberadaan tanggung jawab 

negara itu sendiri dan jaminan bagi publik untuk mendapatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan.

                                                           
18

 Fahmi Yoesmar, Abunawar Basyeban, Mahesa Rannie, Op.cit, hlm. 64. 
19

Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm. 202. 
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